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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan dari hasil penelitian berupa studi kepustakaan te
dan wawancara terhadap narasumber Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo,
S.H., M.Hum. yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil
kesimpulan terkait permasalahan hukum mengenai pertimbangan hukum
majelis hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI dalam pembatalan polis
asuransi yang dilakukan secara sepihak, bahwa pertimbangan majelis hakim
mengenai pembatalan polis asuransi dengan menggunakan dasar hukum
pasal 22 PSKI sudah tepat menurut hukum karena PSKI merupakan aturan
khusus mengenai pembatalan perjanjian yang menyimpangi aturan umum
yang terdapat dalam KUH Perdata, selain itu hal tersebut merupakan
konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak yang
otomatis menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak . Selain itu
bahwa pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan yang mengedepankan
prininsip asuransi terutama dalam asuransi kerugian bahwa harus adanya
upaya dari tertanggung untuk melakukan upaya penyelamatan dan
pencegahan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap objek

pertanggungan.



52

B. Saran
Mengingat polis Standar asuransi kebakaran Indonesia sebagai sebuah dasar
ataupun rujukan bagi setiap perusahaan asuransi di Indonesia dalam
melakukan perjanjian pertanggungan mengenai risiko kebakaran dan risko
yang dijamin lainya, maka penulis memberikan sedikit saran agar polis
asuransi kebakaran Indonesia tersebut lebih mengatur lebih rinci lagi
mengenai alasan-alasan pembatalan perjanjian asuransi, sehingga nantinya
apabila pembatalan polis memang harus dilakukan secara sepihak maka
pembatalan tersebut memiliki alasan yuridis yang jelas dan tidak digunakan
dengan sewenang- wenang. Selain itu sudah seharusnya tertangung harus
memperhatikan ketentuan ketentuan yang ada di dalam polis dan juga turut
memperhatikan prinsip perjanjian asuransi agar tidak terjadi kesalah

pahaman mengenai penerapan polis tersebut
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